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Abstract

The rapid growth of the digital economy and e-commerce transactions has presented
significant challenges for traditional taxation systems. The high level of cross-border
activity and the lack of physical presence of digital businesses make it difficult to determine
tax jurisdiction and apply appropriate tax rules. This study discusses the urgency of
updating tax regulations in response to the complexities of the digital economy, including
the concept of ‘digital nexus’ and various approaches such as digital service tax (DST).
Additionally, the importance of international coordination and strengthening national
infrastructure is highlighted as efforts to avoid double taxation while creating a fair and
effective tax governance framework. With a holistic policy strategy, these challenges can
be transformed into opportunities to support sustainable growth in technology-driven
economies.

Keywords: Analysis, tax regulations, digital economy, e-commerce transactions.

Abstrak

Pertumbuhan pesat ekonomi digital dan transaksi e-commerce telah menghadirkan
tantangan signifikan bagi sistem perpajakan tradisional. Tingginya tingkat aktivitas
lintas batas dan minimnya kehadiran fisik dari pelaku usaha digital membuat sulit untuk
menetapkan yurisdiksi pajak serta menerapkan aturan pajak yang sesuai. Kajian ini
membahas urgensi pembaruan regulasi perpajakan dalam menghadapi kompleksitas
ekonomi digital, termasuk konsep "nexus digital" dan berbagai pendekatan seperti
pajak layanan digital (Digital Service Tax). Selain itu, pentingnya koordinasi internasional
dan penguatan infrastruktur nasional diutarakan sebagai upaya untuk menghindari
beban pajak ganda sekaligus menciptakan tata kelola pajak yang adil dan efektif.
Dengan strategi kebijakan yang holistik, tantangan ini dapat menjadi peluang untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Analisis, peraturan pajak, ekonomi digital, transaksi e-commerce.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan pada
berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Ekonomi digital dan
transaksi e-commerce menjadi salah satu tren utama yang menunjukkan pertumbuhan
pesat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Peralihan pola konsumsi masyarakat dari
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belanja konvensional ke belanja online telah menciptakan peluang besar bagi pelaku
usaha serta memberikan dampak terhadap sistem perpajakan suatu negara (Taylor &
Moore, 2023). Kemudahan akses, kenyamanan, serta beragam pilihan produk yang
ditawarkan oleh e-commerce menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat untuk
beralih ke transaksi digital. Peralihan ini menciptakan peluang besar bagi pelaku usaha,
baik usaha skala besar maupun kecil, untuk menjangkau pelanggan lebih luas tanpa
batas geografis. Selain itu, ekonomi digital juga memberikan peluang baru bagi individu-
individu untuk menjalankan bisnis online dengan modal yang relatif kecil, sehingga
mampu meningkatkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan (Martinez, 2022).

Namun, perubahan ini turut memberikan dampak terhadap sistem perpajakan
suatu negara. Karakteristik transaksi digital dan e-commerce yang umumnya bersifat
virtual serta fleksibel membuatnya sulit untuk diatur dengan sistem perpajakan
konvensional. Pengawasan atas transaksi online sering kali terbentur oleh tantangan
seperti transparansi data, identifikasi pelaku usaha, hingga pelaporan penghasilan. Hal
ini berpotensi menimbulkan kesenjangan pajak, dimana penerimaan negara dari sektor
digital mungkin belum optimal (Brown & Kim, 2023). Oleh karena itu, upaya penyesuaian
regulasi perpajakan yang dapat mengakomodasi perkembangan ekonomi digital ini
menjadi sangat mendesak untuk dilakukan guna menjaga keseimbangan antara
perkembangan teknologi serta kontribusi terhadap penerimaan negara. Pengaturan
perpajakan yang ada sering kali tidak cukup relevan untuk mengakomodasi berbagai
mekanisme baru yang muncul dalam lingkup ekonomi digital ini.

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan e-commerce paling
pesat di Asia Tenggara, memiliki urgensi untuk mengadaptasi sistem perpajakannya
agar mampu menghadapi tantangan yang ada. Belum optimalnya regulasi pajak untuk
ekonomi digital dan e-commerce dapat mempengaruhi penerimaan negara, sehingga
diperlukan kebijakan yang komprehensif untuk menjembatani antara kepentingan pajak
negara dengan perkembangan teknologi. Selain itu, pengaturan yang tidak jelas dapat
menciptakan celah untuk penghindaran pajak serta potensi terjadinya ketidakadilan
antara pelaku usaha digital dan usaha konvensional (Lopez & Gonzalez, 2022).

Pelaku usaha digital sering kali memanfaatkan sifat virtual dari bisnis mereka
untuk menghindari pelaporan pajak yang seharusnya dibayarkan, seperti dengan tidak
mencantumkan transaksi secara transparan atau mendaftarkan usaha di yurisdiksi
dengan pajak rendah. Akibatnya, celah ini memberikan keuntungan kompetitif yang
tidak adil bagi pelaku usaha digital, sekaligus merugikan usaha konvensional yang lebih
terikat dengan aturan perpajakan dalam negeri. Ketimpangan ini tidak hanya
berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga dapat melemahkan persaingan usaha
yang sehat di antara kedua sektor tersebut (Gonzalez & Hernandez, 2021).

Dengan demikian, mengacu pada hal-hal tersebut, analisis terhadap peraturan
pajak yang berlaku untuk ekonomi digital dan transaksi e-commerce menjadi isu yang
penting untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
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kontribusi terhadap pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif,
transparan, dan adil dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Metode Penelitian

Kajian pada penelitian ini menggunakan metode literatur. Metode penelitian
literatur merupakan pendekatan yang menggunakan berbagai sumber referensi tertulis
untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan informasi terkait topik
penelitian. Dalam metode ini, peneliti memanfaatkan buku, jurnal ilmiah, artikel,
dokumen resmi, serta sumber digital lainnya untuk mengeksplorasi berbagai teori,
konsep, data, dan temuan yang relevan dengan tujuan penelitian (Tranfield et al., 2003);
(Machi & McEvoy, 2016). Penelitian literatur bertujuan untuk memberikan landasan
teoritis yang kuat, memahami tren atau isu yang sedang berkembang, serta
mengidentifikasi celah penelitian yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Metode ini
sangat berguna dalam tahap awal penelitian untuk memperkaya wawasan dan
membantu peneliti merumuskan pertanyaan atau hipotesis penelitian yang lebih focus
(Ridley, 2012).

Hasil dan Pembahasan
Peraturan Pajak Pada Sektor Ekonomi Digital Dan E-Commerce

Perkembangan pesat sektor ekonomi digital dan e-commerce di era modern
telah membawa perubahan besar dalam model bisnis global. Transaksi yang terjadi
melalui platform digital memberikan kemudahan bagi konsumen dan pelaku usaha.
Akan tetapi, sistem perpajakan yang berlaku seringkali tertinggal dalam
mengakomodasi model bisnis baru ini, yang beroperasi lintas negara dan dalam bentuk
virtual. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah di berbagai negara,
termasuk Indonesia, untuk mengatur dan mengakomodasi pengenaan pajak yang adil
dan selaras dengan perkembangan teknologi (United Nations Tax Committee, 2021).

Pemerintah Indonesia telah merespons tantangan tersebut dengan merancang
berbagai aturan perpajakan guna mengatur transaksi digital dan e-commerce. Salah
satu langkah penting yang diambil adalah penerapan pajak pertambahan nilai (PPN)
atas produk digital yang dijual oleh pelaku usaha, baik lokal maupun asing. Melalui
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020, Indonesia mulai
mengenakan PPN sebesar 10% atas barang dan jasa digital yang dikonsumsi di dalam
negeri, termasuk layanan streaming, aplikasi, hingga e-book, yang dijual oleh
perusahaan seperti Netflix, Spotify, dan lainnya (Taylor & Moore, 2023).

Selain itu, pengenaan pajak penghasilan (PPh) juga menjadi isu penting dalam
sektor ini. Banyak perusahaan digital multinasional yang tidak memiliki "nexus" fisik di
Indonesia, tetapi menghasilkan pendapatan yang signifikan dari pasar lokal. Untuk
mengatasi hal ini, pemerintah mengadopsi mekanisme pajak berbasis kehadiran
ekonomi signifikan (significant economic presence). Artinya, perusahaan digital yang
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memperoleh penghasilan besar di Indonesia wajib membayar PPh, meskipun mereka
tidak memiliki kantor fisik di negara tersebut (Smith & Liu, 2020).

Kendati demikian, implementasi regulasi pajak pada sektor digital ini tidak
sepenuhnya berjalan mulus. Banyak tantangan yang muncul, seperti kurangnya
kejelasan dalam definisi maupun mekanisme penghitungan pajak untuk aktor-aktor
ekonomi digital. Selain itu, kesenjangan kemampuan dan teknologi antara pemerintah
dan korporasi digital global seringkali menghambat efektivitas pemungutan pajak.
Masalah lainnya adalah keengganan sebagian pelaku usaha kecil dalam sektor e-
commerce untuk mendaftar sebagai wajib pajak karena kurangnya literasi pajak atau
khawatir terhadap dampak finansialnya (Fernandez, 2023).

Di sisi lain, penerapan pajak pada sektor digital dan e-commerce juga dianggap
penting untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Usaha konvensional selama
ini lebih terikat pada regulasi perpajakan yang jelas dan terstruktur, sehingga kerap kali
merasa dirugikan ketika harus bersaing dengan pelaku usaha digital. Dengan adanya
pajak yang setara, diharapkan terjadi level playing field yang lebih adil antara kedua
sektor usaha tersebut (Kim, 2025).

Namun, regulasi pajak dalam ekonomi digital tetap memerlukan harmonisasi di
tingkat internasional. Karena banyak pelaku usaha digital beroperasi lintas batas
negara, diperlukan kesepakatan antarnegara untuk menghindari terjadinya double
taxation atau bahkan base erosion and profit shifting (BEPS). Organisasi internasional
seperti OECD telah mendorong kerja sama global untuk merumuskan kerangka
perpajakan digital, termasuk konsep pajak minimum global (global minimum tax), agar
regulasi bisa lebih seragam dan mengurangi potensi penghindaran pajak (Adams, 2021).

Selain upaya global, edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan literasi
perpajakan di kalangan pelaku e-commerce lokal juga menjadi prioritas. Pemerintah
perlu bekerja sama dengan platform e-commerce besar untuk mendukung program ini,
sehingga pelaku usaha kecil dan menengah dapat lebih memahami kewajiban
perpajakan mereka tanpa merasa terbebani. Hal ini juga dapat meningkatkan kepatuhan
pajak secara keseluruhan di ekosistem e-commerce nasional (Direktorat Jenderal Pajak,
2020).

Di tengah berbagai tantangan, potensi pemasukan negara dari sektor ekonomi
digital sangatlah menjanjikan. Dengan pertumbuhan jumlah transaksi digital yang terus
meningkat setiap tahun, pajak dari sektor ini dapat menjadi salah satu sumber
penerimaan negara yang besar. Bahkan, potensiini dapat melebihi sektor tradisional jika
regulasi dan pemungutan pajak mampu dijalankan secara optimal dan efektif
(Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Dengan demikian, regulasi pajak pada sektor ekonomi digital dan e-commerce
adalah langkah penting untuk menghadapi transformasi ekonomi global. Namun,
implementasi yang efektif memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari
regulasi domestik yang tegas, koordinasi internasional, hingga peningkatan literasi
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pajak pelaku usaha. Dengan demikian, pengenaan pajak ini diharapkan dapat
menciptakan ekosistem bisnis digital yang adil dan mendukung pembangunan ekonomi
nasional secara berkelanjutan.

Kendala dan Masalah dalam Penerapan Pajak pada Ekonomi Digital

Penerapan pajak pada ekonomi digital menghadirkan berbagai kendala dan
masalah yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan otoritas terkait. Salah
satu kesulitan utama berasal dari sifat ekonomi digital itu sendiri, yang melibatkan
transaksi lintas batas yang sangat kompleks. Banyak perusahaan digital memiliki model
bisnis yang tidak terbatas pada satu negara tertentu, sehingga pemerintah mengalami
kesulitan untuk menetapkan yurisdiksi pajak yang tepat bagi perusahaan tersebut
(Deloitte, 2023).

Fenomena ini diperburuk oleh kecenderungan perusahaan digital untuk
mengadopsi struktur operasional yang memungkinkan mereka memanfaatkan
perbedaan peraturan pajak antar negara. Sebagai contoh, perusahaan sering kali
mendirikan kantor pusat di negara yang memiliki tarif pajak rendah atau bahkan bebas
pajak. Akibatnya, pendapatan besar yang dihasilkan di negara dengan tarif pajak tinggi
sering kali tidak dikenakan pajak secara memadai, menciptakan ketimpangan dalam
penarikan pajak (Taylor & Moore, 2023).

Masalah lainnya adalah kurangnya kerangka hukum vyang jelas dalam
mendefinisikan objek pajak di sektor ekonomi digital. Model bisnis yang berbasis digital,
seperti e-commerce, layanan streaming, dan aplikasi berbagi, tidak selalu sesuai dengan
kategori perpajakan tradisional. Hal ini membingungkan otoritas pajak dalam
menetapkan aturan yang berlaku untuk transaksi dan pendapatan dari aktivitas digital
tersebut, sehingga memungkinkan celah-celah untuk penghindaran pajak (Akmal, 2021).

Selain kekurangan dalam regulasi, negara berkembang menghadapi kendala
teknis dan kapasitas institusional dalam memantau transaksi digital. Sangat sulit bagi
aparat pajak untuk melacak pendapatan dari aktivitas online yang sering Kkali
tersembunyi di balik algoritma atau server yang beroperasi di luar yurisdiksi nasional.
Hal ini tidak hanya mempersulit pemungutan pajak tetapi juga membuka jalan bagi
praktik penggelapan pajak yang lebih luas (OECD, 2020).

Tidak hanya itu, penerapan pajak pada ekonomi digital sering kali menimbulkan
perselisihan antara negara-negara. Tindakan pemerintah suatu negara dalam menarik
pajak dari perusahaan digital asing dapat dianggap sebagai bentuk tarif proteksionis
oleh negara asal perusahaan. Konflik semacam ini berpotensi memperburuk hubungan
diplomatik dan memengaruhi kerja sama ekonomi antara negara-negara tersebut yang
sebenarnya diperlukan untuk mengatasi tantangan global (Johnson & Wright, 2020).

Masalah lain muncul dari resistensi dari pelaku industri digital itu sendiri. Banyak
perusahaan digital berpendapat bahwa penarikan pajak tambahan akan membebani
operasional mereka dan menghambat inovasi. Argumen ini sering kali membuat proses
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negosiasi kebijakan pajak menjadi lebih rumit karena pemerintah harus
mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap dinamika pertumbuhan
ekonomi digital (PricewaterhouseCoopers (PwC), 2022).

Dari sudut pandang konsumen, pajak yang dikenakan pada produk dan layanan
digital sering kali diteruskan dalam bentuk kenaikan harga. Hal ini menimbulkan
kekhawatiran terkait keberlanjutan aksesibilitas layanan digital bagi masyarakat,
terutama di negara yang tingkat pendapatannya masih rendah. Kebijakan pajak yang
tidak proporsional juga dapat merugikan sektor UMKM yang mengandalkan platform
digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas (Lee & Nguyen, 2024).

Sebagai bagian dari upaya mencari solusi, beberapa negara telah mulai
mengadopsi pajak digital internasional yang dikenal sebagai Digital Services Tax (DST).
Meskipun inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil,
implementasinya masih jauh dari sempurna. Banyak negara menghadapi tantangan
sosialisasi kebijakan tersebut dengan pelaku industri, sekaligus menyesuaikan regulasi
domestik agar sejalan dengan norma global (Ahmed & Chung, 2020).

Dalam jangka panjang, keberhasilan penerapan pajak pada ekonomi digital
bergantung pada koordinasi global yang lebih baik melalui forum internasional seperti
OECD atau G20. Kolaborasi internasional dibutuhkan untuk mengurangi konflik antar
negara, menyusun regulasi yang adil, dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.
Tanpa adanya kesepakatan bersama, tantangan dalam penerapan pajak pada ekonomi
digital akan terus berlanjut, sehingga menghambat optimalisasi pendapatan negara dari
sektor ini.

Peluang dan Tantangan Implementasi Peraturan Pajak

Peraturan pajak merupakan salah satu elemen penting dalam sistem ekonomi
sebuah negara. Kebijakan pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara,
mendorong pemerataan distribusi pendapatan, serta menciptakan stabilitas ekonomi.
Dalam implementasinya, berbagai peluang dan tantangan dapat muncul, terutama
ketika kebijakan pajak dirancang untuk mengikuti perkembangan zaman, seperti era
digital yang mendorong banyak inovasi dalam sektor ekonomi (Sharma & Gupta, 2024).

Peluang pertama dari implementasi peraturan pajak adalah optimalisasi
penerimaan negara. Dengan peraturan pajak yang lebih komprehensif serta
menyesuaikan perkembangan sektor-sektor baru, seperti ekonomi digital, pemerintah
memiliki potensi untuk menjangkau sumber-sumber pajak yang sebelumnya belum
tergarap. Misalnya, pengenaan pajak atas transaksi e-commerce atau platform digital
dapat menjadi dorongan besar bagi negara untuk meningkatkan pendapatan dari sektor
yang terus berkembang pesat (European Union, 2021).

Selain itu, implementasi peraturan pajak yang matang juga dapat menciptakan
lingkungan bisnis yang lebih sehat. Dengan penerapan aturan yang adil dan transparan,
potensi terjadinya persaingan tidak sehat, seperti manipulasi pajak atau penghindaran
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pajak, dapat ditekan. Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk beroperasi
secara sah, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor pada ekonomi negara
(Martinez, 2022).

Namun, tantangan terbesar dalam implementasi peraturan pajak adalah potensi
resistensi dari masyarakat dan pelaku bisnis. Jika kebijakan pajak tidak dirancang
dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, masalah ini dapat
memunculkan ketidakpuasan publik. Misalnya, jika tarif pajak dirasa terlalu tinggi atau
mekanisme pembayarannya terlalu rumit, risiko peningkatan penggelapan pajak juga
semakin besar (Gupta & Khan, 2022).

Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa sistem perpajakan berjalan secara
efektif dalam menghadapi pesatnya perubahan teknologi. Peralihan transaksi ke dunia
digital memerlukan sistem yang tanggap dan mampu menjangkau kegiatan ekonomi
yang berbasis daring. Keterlambatan dalam mengadaptasi regulasi dapat menyebabkan
pemerintah kehilangan peluang penerimaan pajak dari sektor yang terus berkembang
(International Monetary Fund (IMF), 2020).

Di sisi lain, sosialisasi yang memadai menjadi aspek penting dalam mengatasi
kendala implementasi. Kurangnya edukasi masyarakat terkait pajak sering kali menjadi
hambatan besar dalam pelaksanaan regulasi yang baru. Penyuluhan dan kampanye
yang intensif tentang manfaat dan kewajiban pajak dapat mendorong kepatuhan pajak
di kalangan masyarakat serta mengurangi resistensi yang muncul (Johnson & Wright,
2020).

Kemampuan aparatur pajak dalam memberantas penghindaran pajak dan
meningkatkan pengawasan juga menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Dalam
banyak kasus, kelalaian atau lemahnya kontrol dapat menyebabkan oknum tertentu
memanfaatkan celah untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakan. Penggunaan
teknologi, seperti big data dan Al, menjadi peluang bagi pemerintah untuk
meningkatkan sistem pengawasan secara efektif (OECD, 2017).

Secara keseluruhan, implementasi peraturan pajak harus dilakukan dengan
pendekatan yang fleksibel, komunikatif, dan berbasis teknologi. Kolaborasi antara
pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha merupakan kunci keberhasilan
implementasi. Dengan demikian, peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak
melalui regulasi yang efektif dapat dimaksimalkan, sementara berbagai tantangan bisa
diminimalkan oleh sistem yang transparan dan adaptif.

Kesimpulan

Pertumbuhan pesat ekonomi digital dan transaksi e-commerce telah
menghadirkan tantangan baru dalam hal perpajakan. Infrastruktur perpajakan
tradisional yang biasanya berbasis lokasi fisik tidak lagi sepenuhnya berlaku dalam
konteks digital di mana transaksi sering kali dilakukan lintas batas yurisdiksi. Peraturan
pajak yang ada sering kali belum sepenuhnya siap untuk mengatasi kompleksitas
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ekonomi digital, mengakibatkan potensi kebocoran pajak dan ketidakpastian dalam
penerapan peraturan pajak. Hal ini menuntut adanya pembaruan dan inovasi dalam
kerangka perpajakan agar dapat menangani dinamika baru yang muncul dalam ranah
digital.

Selain itu, salah satu isu utama dalam perpajakan ekonomi digital adalah
penentuan tempat dikenakannya pajak atau istilah yang dikenal sebagai '""nexus digital".
Ada kesulitan dalam menentukan yurisdiksi pajak yang tepat untuk penghasilan yang
diperoleh dari transaksi e-commerce ketika tidak ada kehadiran fisik yang jelas di suatu
negara. Berbagai negara dan organisasi internasional seperti OECD (Organisation for
Economic Co-operation and Development) tengah mengembangkan pendekatan dan
pedoman untuk mengatasi hambatan tersebut, seperti melalui pajak layanan digital
(Digital Service Tax) dan proposal sistem pajak ekonomi digital yang lebih adil.

Terakhir, untuk menciptakan kesetaraan dalam ekonomi digital, penting untuk
menghindari beban pajak ganda dan kelemahan regulasi yang dapat dimanfaatkan oleh
entitas bisnis. Koordinasi internasional diperlukan untuk menciptakan kebijakan
perpajakan yang berlaku secara merata dan efektif di seluruh yurisdiksi. Di tingkat
nasional, pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi dan infrastruktur digital untuk
memastikan bahwa implementasi dan kepatuhan pajak dapat berjalan dengan lancar.
Dengan pendekatan yang holistik, tantangan perpajakan dalam era digital dapat diubah
menjadi peluang untuk memperkuat keadilan fiskal dan mendukung pertumbuhan
ekonomi berbasis teknologi yang berkelanjutan.
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